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BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TAHUN 2023 DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,
bahwa untuk menunjang program Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat dalam rangka upaya
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak
bagi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan dalam membayar pajak;

bahwa sehubungan dengan masih adanya wabah covid-
19 yang mengakibatkan perekonomian menurun
sehingga berdampak pada kemampuan wajib pajak
untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dipandang
perlu untuk memberikan Pengurangan Ketetapan Pajak
sebagai upaya perangsang bagi Wajib Pajak dalam
membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan;

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 ayat (2) huruf
e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat
mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau

kondisi tertentu objek pajak;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan
Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan

Perkotaan Tahun 2023 Di Kabupaten Bandung Barat;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 14, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



10.

11.

12.

13.

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6475);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara  Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4
Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun

2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 22);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2019

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi



dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 19 Seri
B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN

KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TAHUN 2023 DI KABUPATEN BANDUNG
BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan, sub pengelolaan

pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bandung Barat.
Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,

dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman

di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap

pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan/ atau laut.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-

rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan



11.

12.

13.

14.

(1).

(2)-

(3).

(4).

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru

atau NJOP pengganti.

Stimulus adalah pengurangan/potongan besaran PBB-P2 terutang sebagai

perangsang bagi Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran Pajak Bumi
dan Bangungan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang — undangan perpajakan daerah.

Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi
atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau
memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, dana tau

memperoleh manfaat atas bangunan.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2
Wajib Pajak yang melakukan pembayaran ketetapan PBB P2 Tahun 2023
pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni mendapatkan Pengurangan

sebesar 15% (lima persen) dari ketetapan pajak pada SPPT

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa

permohonan dari Wajib Pajak.

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah ketetapan PBB-P2 sebagai
berikut :

a. Badan Usaha Milik Daerah;

b. Badan Usaha Milik Negara;

c. Akibat pendaftaran objek pajak baru; dan

d. PBB-P2 yang mengalami mutasi pecah atau gabung.

Daftar Wajib Pajak yang mendapat pengurangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan.



BAB 1II
SOSIALISASI

Pasal 3

Kepala Badan mensosialisasikan kebijakan pengurangan ketetapan PBB P2

tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung
Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat

pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT,

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN NOMOR



